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Mengingat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum saat ini sehingga perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2021(Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 Nomor 37);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun
2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2021.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2020 Nomor 46) diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI BAP

e,
y MAN GIRI PRASTA

SEKRETARIS DAERA BUPATEN BADUNG,

v

.

ey 1
> 2

Diundangkan di Mangupura

pada tanggal 14 Juli 2021

[ WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 32
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan
anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5,
dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan atas
dokumen RKPD meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan
RKPD.

b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundangan-undangan, pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah
pada tahun 2021 maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bappeda Kabupaten
Badung menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021. Penyusunan perubahan RKPD
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 ini dilakukan melalui serangkaian
kegiatan yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021
yang disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah pada
tahun n-1 (Tahun 2020) sampai dengan Triwulan Il tahun berjalan (Tahun 2021).
Rumusan hasil evaluasi itulah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan

rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021
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pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan
merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga
memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan
menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan
disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga
menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:
1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) karena memuat
seluruh kebijakan publik selama 1 (satu) semester;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan
APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun 2021.

Selanjutnya, penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana ini tidak terlepas
dari kebijakan daerah. Kebijakan daerah merupakan prinsip dasar dan arahan yang akan
diterapkan dan yang akan ditempuh serta disepakati oleh pelaku pembangunan
(stakeholders) yang terlibat, sehingga menjadi pedoman bagi semua pihak. Kebijakan
daerah diperlukan sebagai frame atau rambu-rambu dalam menyeleksi/menjaring semua
usulan program/kegiatan pembangunan berupa pernyataan cita-cita atau harapan dimasa

mendatang terhadap arah pembangunan daerah tersebut ditujukan.

Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun

2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021
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12.

13.

14.

15.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 — 2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 —
2025;

Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung

Tahun 2016 — 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016 - 2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Derah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

19. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.

Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan
dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota,
Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman
penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh
Perangkat Daerah Kabupaten Badung dalam menyusun Rancangan Akhir Renja

Perangkat Daerah.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan:
1. Teknokratis
2. Partisipatif
3. Politis
4. Serta atas-bawah dan bawah-atas.
Hubungan antara Dokumen Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

disajikan pada Gambar 1.1 :
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Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah

RPJP PEDOMAN RPJM DDABARKAN
:. #
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PD PD

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

a.

Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode satu tahun.

RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan

pendanaan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan

dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya

dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2021

adalah untuk :
1.

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun
2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 antara
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1.5

DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan
dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Tahun 2021.

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana
Kerja (Renja) PD Tahun 2021;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan waijib dan pilihan pemerintahan
daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

BAB| PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
BAB Il KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP
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BAB i
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il

Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan Il antara lain memuat kompilasi hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 (Tahun 2020) sampai dengan Triwulan Il tahun berjalan
(Tahun 2021) bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan
daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian rata-rata capaian
kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai
berikut:

No | Interval Nilai Kriteria Penilaian
1. 91% < 100% Sangat Tinggi

2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

5. <50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam kriteria diatas
dapat dimaknai sebagai berikut:
a. Sangat Tinggi dan Tinggi
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenui target dan
berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
b. Sedang
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan
minimal.
c. Rendah dan Sangat Rendah
Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal

pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut
kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang mencakup:
1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan target
kinerja hasil.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan target

kinerja hasil.

Adapun Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun 2021 dapat dilihat pada
Tabel 2.1 terlampir.
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Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Badung

Triwulan Il Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

Target RPIMD
Kabupaten Badung
pada Tahun 2016

Realisasi Capaian
Kinerja RPIMD s/d
RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Diev aluasi

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPIMD Tahun 2021

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

PD Penanggung

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN Il TAHUN 2021

No Sasaran Kode Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode 2020) (2021) I m v (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPIMD) (%) (%)
K | R K [ ro K [ Rp. Rp. Rp. K | Rep. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K | re
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 =13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
01 Pendidikan
1 |Meningkatkan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN 100 472.720.431.763 25 42.548.426.921 25 103.196.504.312 - - - - 50 | 145.744.931.233 50 30,83 50 | 145.744.931.233 Disdikpora
|___[Kualitas SDM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN
%
01 |2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Nilai LKjIP 80,00
Perangkat Daerah
01 |2.01/01 Dokumen gkat Daerah |Jumlah Dokumen Perencanaan 9 10.224.136 - - - - - - - - - - - - - -
Dokumen
01 |2.01/02 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 2 5.555.437 - - - - -] - - - - - - - - -
Dokumen
01 [2.01]04 [Koordinas dan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA 2 5.555.453 - - 2 4.249.100 B B 2 4.249.100 100 76.49 2 4.249.100
Dokumen
01 |2.01{06 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja [Jumlah Laporan Capaian Dan lkhtisar Realisasi Kinerja 2 16.903.043 - - 2 7.775.300 -1 - -1 - 2 7.775.300 100 46,00 2 7.775.300
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen
01 |2.01/07 Evaluas‘ Kineria Peranakat Daerah, Persentase capaian Kineria Peranakat Daerah 100 100.424.842 25 24.273.300, 25 19.968.000 o o 50 44.241.300 50 44,05 50 44.241.300
%
01 |2.02 Administrasi Keuanaan Peranakat Daerah Cakupan Administrasi Keuanaan 100
%
01 [2.02|01 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan 100 468.276.313.676 25 42.093.197.516 25 102.047.422.971 - - - - 50 | 144.140.620.487 50 30,78 50 | 144.140.620.487
tunjangan ASN
%
01 |2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah 100
Daerah
%
01 Barana Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Aset 6 637.168.102 2 79.872.000 2 119.808.000 - - 4 199.680.000 67 31.34 4 199.680.000
Dokumen
01 ]2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Administras Umum 100
%
01 |2.06(01 K Instalasi Li Instalasi 100 14.989.278 - - 100 14.973.300 - - -l - 100 14.973.300 100 99,89 100 14.973.300
Kantor Li
%
01 |2.06(04 [Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik 100 349.942.000 25 25.743.000 25 114.409.000 - - - - 50 140.152.000 50 40,05 50 140.152.000
Kantor
%
01 |2.06/05 [Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan 100 17.858.021 - - - - -1 - -1 - - - - - - -
Penggandaan
%
01 [2.06/06 [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan 100 229.432.500 25 7.262.500 25 63.610.000 - - - - 50 70.872.500 50 30,89 50 70.872.500
undangan Perundang-undangan
%
01 [2.06|07_[Penyediaan Bahan/Material Persentase Pemenuhan Bahan/Material 100 162.711.084 - - 100 162.263.000 b o 100 162.263.000 100 99,72 100 162.263.000
%
01 |2.06/09 Rapat i dan K It Rapat 100 99.240.000 - - 25 11.197.200 - - - - 25 11.197.200 25 11,28 25 11.197.200
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
%
01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah 100
Pemerintah Daerah
%
01 [2.0706 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan 100 68.814.302 N B B N - B - N N B B N
mesin lainnya
%
01 [2.08 Jasa jang Urusan Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100
Daerah Daerah
%
01 [2.08|02 [Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Ki Sumber 100 173.996.230 25 14.877.585 25 22.552.421 - - -l - 50 37.430.006 50 21,51 50 37.430.006
Listrik Daya Air dan Listrik
%
01 |2.08/04 [Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Umum Kantor 100 1.612.253.059 25 250.970.720 25 387.254.920 -1 - -1 - 50 638.225.640 50 39,59 50 638.225.640
%
01 |2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan |Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100
Pemerintahan Daerah
%
01 |2.0901 Jasa Biaya Jasa Biaya 100 41.699.500 25 2.790.000 25 11.160.000 - - - - 50 13.950.000 50 33,45 50 13.950.000
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dan Pajak Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan
%
01 |2.09(02 Jasa Biaya Jasa Biaya 100 846.351.100 25 49.440.300 25 184.781.100 - - - - 50 234.221.400 50 27,67 50 234.221.400
Pajak, dan Perizinan Dinas O Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
atau Lapangan Operasional
%
01 |2.09/06 [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan 100 40.630.000 - - 25 19.980.000 - - - - 25 19.980.000 25 49,18 25 19.980.000
Mesin Lainnya
%




Target RPIMD [ oo ; Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Tingkat Capaian Tingkat Capaian
ealisasi Capaian
Kabupaten Badung | ;oo pp3yp s/ | T2/98t Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan pada Tahun 2016 | op Tohin gy | 120un berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi |Realisasi Anggaran RPJIMD Tahun 2021 Realisasi Anggaran | pPpD Penanggung
Sasaran Kode Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode 2020 (2021) | 1l m Y (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPJMD) (2020) (%) (©%)
K [ e kK [ re K [ Rp. K Rp. K Rp. K [Rrp. | K [ Rp. K [ Rp. kK [ ro K [ Rp. K [ re
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
1{o1 |2.09 10 i ilitas Sarana dan i ilitasi 100 10.370.000 - - 50 5.100.000 - - - - 50 5.100.000 50 49,18 50 5.100.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
%
Rata-rata Capaian Kinefja (%)| _ 48.33 36.55 - -
Rata-rata Capaian Kinerja (%) SR SR SR SR
2 [Meningkatkan 1fo1 |. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN 100 271.635.365.744 25 22.346.035.245 25 33.405.236.279 - - - - 50 | 22.346.035.245 25 8,23 25 22.346.035.245 Disdikpora
Kualitas SDM | DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN
%
1]01 |2.01 Penaelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Anaka Partisipasi Kasar SD 100
%,
1]01 [2.01f 16 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100 11.821.261.641 25 1.004.460.643 25 1.411.805.598 - - - - 50 2.416.266.241 50 20,44 50 2.416.266.241
Sekolah
%
1|01 [2.01f 17 [Pengadaan Perlengkapan Siswa 100 1.597.591.393 - - - - - - - - - - - - - -
Siswa
%
1101 |[2.01f 21|Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil 100 11.323.514 - - - - - - - - - - - - - -
Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar
%
1[01 |2.01] 24 |Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut 100 166.131.123 25 13.312.000 25 29.952.000 - - - - 50 43.264.000 50 26,04 50 43.264.000
Pendidikan Dasar Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
%,
1101 [2.01f 26 |Penyediaan Pendidikdan Tenaga K idil bagi Pendidik dan 100 96.409.760.402 25 14.577.814.000 25 23.017.005.000 - - - - 50 | 37.594.819.000 50 38,99 50 37.594.819.000
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tenaga K bagi Satuan
Sekolah Dasar
%
1|01 [2.01f 27 [Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Karir Pendidik 100 987.371.339 - - - - - - - - - - - - - -
K idikan pada Satuan Sekolah Dasar |dan Tenaga Ki idikan pada Satuan
Sekolah Dasar
%,
1|01 |2.01f 28 K dan Sekolah i 100 328.248.755 25 53.248.000 25 79.872.000 - - - - 50 133.120.000 50 40,55 50 133.120.000
dan Manajemen Sekolah
%
1]01 |2.01f 29 |Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOS 100 55.647.400 - - - - - - - - - - - - - -
Sekolah Dasar
%
1]01 |2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama_|Angka Partisipasi Kasar SMP 100
%
1[01 [2.02/01 |Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Unit Sekolah 100 149.760.000 25 16.640.000 25 24.960.000 - - - - 50 41.600.000 50 27,78 50 41.600.000
Baru (USB)
%
1101 [2.02[ 27 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100 74.150.331.124 25 228.406.925 25 320.000.127 - - - - 50 548.407.052 50 0,74 50 548.407.052
Sekolah
%
1|01 |[2.02 28 |Pengadaan Perlengkapan Siswa 100 690.721.682 - - - - - - - - - - - - - -
Siswa
%
1|01 [2.02| 32 [Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil 100 4.155.107 - - - - - - - - - - - - - -
Pertama Peserta Didik Sekolah Pertama
%
1|01 [2.02| 36 [Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Proses 100 33.184.523 - - - - - - - - - - - - - -
Didik Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
%
1|01 [2.02 37 |Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluas Satuan Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut 100 120.834.303 25 13.312.000 25 19.968.000 - - - - 50 33.280.000 50 27,54 50 33.280.000
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
%
1101 [2.02 39 |Penyediaan Pendidikdan Tenaga K idil bagi Pendidik dan 100 41.589.889.368 25 6.241.232.000 25 8.114.466.000 - - - - 50 14.355.698.000 50 34,52 50 14.355.698.000
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tenaga K bagi Satuan
Sekolah Menengah Pertama
%
1101 [2.02[ 40 |Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Karir Pendidik 100 55.666.257 - - - - - - - - - - - - - -
Ki pada Satuan Sekolah dan Tenaga K pada Satuan
Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama
%
1{01 [2.02 41 i K dan Sekolah i 100 161.469.160 25 26.624.000 25 39.936.000 - - - - 50 66.560.000 50 41,22 50 66.560.000
dan Manajemen Sekolah
%
1101 |[2.02[ 42 |Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pertama Dana BOS 100 41.067.062.500 - - - - - - - - - - - - - -
Sekolah Pertama
%
1]01 |2.03 Penaelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anaka Partisipasi Kasar TK 100
%,
1|01 [2.03/09 [Pengadaan Perlengkapan PAUD 100 146.758.794 - - - - - - - - - - - - - -
PAUD
%
1|01 |[2.03[ 13 |Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Proses 100 708.950.589 25 833.677 25 66.403.554 - - - - 50 67.237.231 50 9,48 50 67.237.231
Belajar PAUD
%
1101 |[2.03[ 14 |Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluas Satuan PAUD |(Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut 100 122.610.002 25 6.656.000 25 16.640.000 - - - - 50 23.296.000 50 19,00 50 23.296.000
Evaluasi Satuan PAUD
%
1101 [2.03[ 15|Penyediaan Pendidikdan Tenaga K idil bagi Pendidik dan 100 1.178.645.302 25 163.496.000 25 264.228.000 - - - - 50 427.724.000 50 36,29 50 427.724.000
Satuan PAUD Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
%
1101 |[2.03[ 18 |Pengelolaan Dana BOP PAUD Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP PAUD 100 41.993.815 - - - - - - - - - - - - - -
IRAN HASIL EVALUASI"RRPD RABUPATEN BADUNG TRIWULAN T TAHUN 2021




Target RPIMD | i . Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Tingkat Capaian Tingkat Capaian
ealisasi Capaian
Kabupaten Badung | ;oo pp3yp s/ | T2/98t Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan pada Tahun 2016 | op Tohin gy | 120un berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi |Realisasi Anggaran RPJIMD Tahun 2021 Realisasi Anggaran | pPpD Penanggung
Sasaran Kode Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode 2020 (2021) | 1l m Y (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPJMD) (2020) (©%) (©%)
K [ e kK [ re K [ Rp. K Rp. K Rp. K [Rrp. | K [ Rp. K [ Rp. kK [ ro K [ Rp. K [ re
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 =13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
I %
101 |2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan 100
%
1|01 [2.04] 10 [Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Persentase Pemenuhan Biaya Personil Peserta Didik 100 16.397.651 - - - - - - - - - - - - - -
Nonformal/Kesetaraan Kesetaraan
%
1|01 [2.04| 12 [Penyelenggaraan Proses Belajar Proses 100 19.600.000 - - - - - - - - - - - - - -
Nonformal/Kesetaraan Belajar Nonformal/ Kesetaraan
%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 24.00 12.90 - -
Predikat Kinerja SR SR SR SR
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 744.355.797.507 168.090.966.478
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM | s.d. PROGRAM 2) 27,92 18,63 - -
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM | s.d. PROGRAM 2) SR SR SR SR
02 Kesehatan
02|01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 167.069.067.758 18.488.934.500 34.812.172.494 - - 53.301.106.994 53.301.106.994 - DISKES
02[01 [2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
02|01 (2.01/01 Dokumen gkat Daerah |Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan SIMDA RKA 8 14.168.598 1 2.396.628 - - 1,00 2.396.628 12,50 16,92 1 2.396.628 - -
Dokumen -
02|01 [2.01/02 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Asistensi Program 3 405.239 - - - - - - - - -
dan Kegiatan Prioritas Kesehatan
kali -
02{01 [2.01/06 [Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja |Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4 1.166.929.073 1 1.353.474 - - 1,00 1.353.474 25,00 0,12 1 1.353.474 - -
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisas Kinerja Dinkes yang disusun
dokumen -
02(01 [2.01/07 |Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 4 22.713.450 - - - - - - - - -
Perangkat Daerah 2022.
dokumen -
20 1] .2 Administrasi Peranakat Daerah - - -
02|01 [2.02|01 |Penyediaan Gaji dan Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 151.478.333.532 3 17.427.255.234 3 31.186.178.577 6,00 | 48.613.433.811 50,00 32,09 6 48.613.433.811 - -
Tunjangan ASN
bulan 21 20,59
2] 1121 Administrasi Kepegaw aian Peranakat Daerah - - -
02|01 |2.05/09 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas [Jumlah Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan 25 38.219.995 - - - - - - - - -
dan Fungs iran Data Tenaga kesehatan
orang :
2 1121 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - -
02|01 (2.06/01 Ki Instalasi Li Instalasi Li 12 14.999.240 - - - - - - - - -
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
bulan -
02[01 [2.06/04 [Penyediaan Bahan Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor 12 2.224.095.578 3 214.674.000 3 584.289.500 6 798.963.500 50,00 35,92 6 798.963.500 - -
Logistik Kantor
bulan 26 26,27
102/01 ]2.06/05 Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 12 48.550.487 - - - - - - - - -
02|01 [2.06/06 [Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan g Bahan Kabar 12 140.722.148 3 8.452.500 3 38.722.500 6 47.175.000 50,00 33,52 6 47.175.000 - -
undangan
bulan 28 27.52
02|01 [2.06/09 Rapat inasi dan Ki Itasi Kegiatan Rapat dan Koordinasi 3 100.000.000 3 11.266.200 3 11.266.200 100 11,27 3 11.266.200 - -
SKPD
kali 11 11,27
02[01 [2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - B B
Pemerintah Daerah
02|01 |2.07|06 |Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor Sesuai Standar 1 97.796.297 - - - - - - - - -
Mesin Lainnya
| paket -
02[01 [2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan T - T
Daerah
02|01 |2.08/01 |Penyediaan Jasa Surat Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai 12 68.445.182 - - - - - - - - -
Menyurat
bulan -
02(01 [2.08/02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 1.903.382.416 3 346.144.364 3 431.691.831 6 777.836.195 50,00 40,87 6 777.836.195 - -
Listrik dan Listrik
bulan 23 22,68
02|01 [2.08/04 |Penyediaan Jasa ] Kantor dan 12 6.333.817.560 3 487.812.000 3 1.951.248.000 6 2.439.060.000 50,00 38,51 6 2.439.060.000 - -
Pelayanan Umum Kantor Lingkungan Kerja Kantor
bulan 31 30.81
02[01 [2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang B N B
Urusan Pemerintahan Daerah
0201 (2.09|01 Jasa Biaya Dinas dilakukan 12 73.199.500 3 3.140.400 3,00 3.140.400 25,00 4,29 3 3.140.400 - -
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Jabatan
bulan 4 4.29
02|01 (2.09|02 Jasa Biaya Jumlah Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan 314 2.402.164.100 78 846.300 24 571.819.186 101,80 572.665.486 32,42 23,84 102 572.665.486 - -
Pajak, dan Perizinan Dinas O Dinas/O
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Target RPIMD
Kabupaten Badung

Realisasi Capaian

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan

Tingkat Capaian
Kinerja dan

Tingkat Capaian
Kinerja dan

Kinerja RPIMD s/d N " N N N N B Realisasi Kinerja dan Anggaran N A
No sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan pada Tahun 2016 | 21PD Tahun Lalu Tahun berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi |Realisasi Anggaran RPJIMD Tahun 2021 Realisasi Anggaran | pPpD Penanggung
Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode (2020) (2021) 0 1 \2 (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPJMD) (©%) (©%)
K [ e kK [ re K [ Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. K [ Rp. kK [ ro K [ Rp. K [ re
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 =13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
kali -
02/01 [2.09|06 [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sarana dan Aparatur 12 630.392.855 3 27.950.800 3,00 27.950.800 25,00 4,43 3 27.950.800 - -
bulan 4 4,43
02|01 [2.09|09 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Persentase Pemeliharaa Bangunan Gedung Kantor 12 310.732.508 3 5.865.500 3,00 5.865.500 25,00 1,89 3 5.865.500 - -
Bangunan Lainnya
bulan 2 1.89
Rata-rata capaian knefja (%)| __ 26,05 12,82 - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
02|02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
2 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 222.162.176.443 6.154.593.544 40.368.375.099 - - 46.517.986.465 DISKES
MASYARAKAT
02|02 (2.01 i Fasilitas y K hatan untuk 253.765.933.721
UKM dan UKP gan Daerah K. t
paket
02|02 [2.01|114 Alat jang Medik Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu 1 2.648.023.985 1 83.200.000 1 83.200.000 100 3,14 1 83.200.000 - -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
paket 3 3,14
02|02 [2.01/15 |Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi 1 1.191.338.184 - - - - - - - - -
di Puskesmas dan Pustu
paket -
02[02 [2.01{16 |Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah ketersediaan Obat - Obatan dan Vaksin 1 6.926.741.565 0,25 7.163.660 0,26 17.922.000 0,51 25.085.660 50,87 0,36 1 25.085.660 - -
y: Dasar di
paket -
02(02 [2.01|17 [Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu 1 1.983.655.424 0 9.681.925 0,49 9.681.925 48,81 0,49 0 9.681.925 - -
Pakai
paket - -
02|02 [2.01/19 dan g Fasilitas Jumlah IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis 1 253.179.096 - - - - - - - - - -
Pelayanan Kesehatan
paket - -
02|02 (2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan - - - -
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
02|02 (2.02|01 |Pengelolaan Pelayanan Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar 12 374.191.432 3 13.312.000 3 29.645.352 6,00 42.957.352 50,00 11,48 6 42.957.352 - -
Kesehatan Ibu Hamil
bulan, 8 - 7.92
02|02 |2.02/02 |Pengelolaan Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai 12 125.604.394 3 13.312.000 3 94.968.000 6,00 108.280.000 50,00 86,21 6 108.280.000 - -
Kesehatan Ibu Bersalin Standar
bulan 76 - 75,61
02|02 (2.02|03 |Pengelolaan Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 12 58.220.865 3 6.656.000 3 9.984.000 6,00 16.640.000 50,00 28,58 6 16.640.000 - -
Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar
bulan 17 - 17,15
02|02 (2.02|04 |Pengelolaan Pelayanan Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai 12 22.545.932 - - - - - - - - - - -
Kesehatan Balita Standar
bulan - -
02|02 |2.02|05 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah jari dan W% pada 12 9.912.226 - - - - - - - - - - -
Pendidikan Dasar Anak Usia Pendidikan
Dasar
bulan - -
02[02 [2.02|06 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Persentase Masyarakat Usia Produktif (15-59th) yang 12 1.413.547.144 3 44.616.000 3 178.464.000 6,00 223.080.000 50,00 15,78 6 223.080.000 - -
Produkiif mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
bulan 13, - 12,63
02[02[2:02[07 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Usia Lanjut yang y 12 1.794.626 B B N B B B N B N N B
Kesehatan Dasar sesuai Standar
02|02 [2.02|08 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Penderita Hip i yang 12 88.661.861 3 6.656.000 3 19.968.000 6,00 26.624.000 50,00 30,03 6 26.624.000 - -
Hipertensi Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
bulan 23 - 22,52
02|02 [2.02|09 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Persentase Penderita Diabetes Melitus yang 12 85.132.856 3 6.656.000 3 26.624.000 6,00 33.280.000 50,00 39,09 6 33.280.000 - -
Diabetes Melitus Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
bulan 31 - 31.27
02|02 |2.02|/10 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 12 1.527.082 - - - - - - - - - - -
Gangguan Jiwa Berat yang y sesuai Standar
bulan - -
02|02 [2.02|11 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus 12 911.684.855 3 137.176.000 3 205.764.000 6,00 342.940.000 50,00 37,62 6 342.940.000 - -
Tuberkulosis Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar
bulan 23 - 23,06
02]02 [2.02|/12 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Persentase Orang dengan Resiko Terinfeks HIV 12 3.620.391.506 3 551.396.000 3 834.764.000 6,00 1.386.160.000 50,00 38,29 6 1.386.160.000 - -
Risiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
bulan 23 - 23.06
02|02 [2.02/13 i bagi yang i dari kejadian 12 1.768.390.400 - 1.768.390.400 - 1.768.390.400 - -
pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) KLB
bulan - -
0202 [2.02|15 Gizi ntase Balita Kurus PMT. 12 943.654.857. 3 9.464.000 3 62.144.076 6,00 71.608.076 50,00 7.59 6 71.608.076 - -
'—— ——1 bulan 7 - 6,59
P-Z"U“Z_‘ 2.02| 17 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 1.622.178 -
paket - -
P;_qﬂg__g@_z{ 18 yanan Promosi Kesehatan 14 2.160.000 -
Unit IPAL - -
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan

Target RPIMD
Kabupaten Badung
pada Tahun 2016

Realisasi Capaian
Kinerja RPIMD s/d
RKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang diev aluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Diev aluasi

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPIMD Tahun 2021

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran

PD Penanggung

Sasaran Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode 2020) (2021) 1] (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPJMD) (%) (%)
K [ e kK [ re K [ Rp. Rp. Rp. K [ Rp. kK [ ro K [ Rp. Rp.
2 4 5 6 7 8 11 13 = 9+10+11+12 14 =13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan 12 81.831.201 3 25.584.000 6,00 31.980.000 50,00 39,08 6 31.980.000 - -
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Yankestrad (asman)
31 - 31.26
Kesehat: 12 1.200.000 -
bulan - -
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  |Persentase Orang yang Dilakukan Skining Kesehatan 12 122.550.277 3 13.312.000 6,00 16.640.000 50,00 13,58 6 16.640.000 - -
Jiwa
bulan 11 - 10,86
Pengelolaan Upaya Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child 12 405.192.307 3 99.840.000 6,00 166.400.000 50,00 41,07 6 166.400.000 - -
Kesehatan Khusus Immunization
bulan 25 - 24,64
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil 12 15.607.142.457 3 5.089.396.000 6,00 6.359.756.000 50,00 40,75 6 6.359.756.000 - -
Kesehatan dan Pasca Ambulance
Krisis Kesehatan
bulan 33 - 32,61
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit 12 31.303.793.624 3 8.380.976.560 6 10.436.068.560 50,00 33,34 6 10.436.068.560 - -
Menular Menular Sesuai Standar
bulan 27 - 26.77
Pengelolaan Jaminan Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten 12 102.028.446.808 3 16.905.486.512 6 17.133.528.112 50,00 16,79 6 17.133.528.112 - -
Kesehatan Masyarakat Badung
bulan 17 - 16.57
Deteksi Dini NAPZA di d Siswa /: N yang dilakukan 12 226.881.967 - - - - - - - - - -
Sekolah Skiinning NAPZA
bulan N -
Penyelenggaraan Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang 12 75.312.697 3 13.312.000 6 16.640.000 50,00 22,09 6 16.640.000 - -
Kabupaten/Kota Sehat Tatanan Kabupaten Sehat
bulan 18 - 17,68
Operasional Pelayanan Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 7.449.169.131 3 27.266.096 6 34.082.620 50,00 0,46 6 34.082.620 - -
Kerja Puskesmas
bulan 1
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.895.658.822 B B N N N B N N B
Kerja Puskesmas
bulan N
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs Il Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 943.129.525 B , - - N B N B N
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I1I Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.008.714.081 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.353.676.524 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.679.789.650 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Il Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 513.812.281 B B B N N B N B N
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.920.687.562 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 2.440.663.775 - - B N N B N N N
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi Il Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.343.177.418 - . N N N B N T .
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi Il Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.239.075.617 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang | Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 992.063.478 B B B B - B N - B
Kerja Puskesmas
bulan B
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang Il Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 809.560.000 B B z B N B N N B
Kerja Puskesmas
bulan -
Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara Persentase Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah 12 1.834.344.137 - - - - - - - - -
Kerja Puskesmas
bulan -
(o] n Fasilitas Kesehatan lainnya 1.151.752.782 - -
bulan -

TRANHASHEVALUY:
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Target RPIMD o q Realisasi Kinerja Pada Triwulan: Tingkat Capaian Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Kabupaten Badung ;i pp g s/ | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan pada Tahun 2016 | op Tohin gy | 120un berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi |Realisasi Anggaran RPJIMD Tahun 2021 Realisasi Anggaran | pp Penanggung
No Sasaran Kode Program/Kegiatan (Output) s/d 2021 (periode 2020 (2021) 1l m Y (2021) RKPD Tahun 2021 RPJMD Tahun 2021 Jawab
RPJMD) (2020) (%) (%)
K [ e kK [ re K [ Rp. Rp. K Rp. K [Rrp. | K | Rp. K [ Rp. kK [ ro K Rp. K [ re
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/7 x 100 15=7+13 16 = 15/6 x 100 17
02[02 2.02|35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di yang Akeditasi 12 742.980.842 2 12.792.000 3 19.188.000 458 31.980.000 38,19 4,30 5 31.980.000 - -
Kabupaten/Kota
| bulan -
02|02 (2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan B . .
secara Terintegrasi
02|02 [2.03[01 [Pengelolaan Data dan Persentase Monitoring Kinerja Tepat Wakiu 12 80.890.571 3 13.312.000 3 19.968.000 6 33.280.000 50,00 41,14 6 33.280.000 - -
Informasi Kesehatan
bulan 25 - 24,69
02|02 |2.0302" |Pengelolaan Sisem Persentase Monitoring Kinerja Tepat Wakiu 12 2.324.313.651 3 125.763.760 8 178.152.000 10,66 303.915.760 88,87 13,08 11 303.915.760 - -
Informasi Kesehatan
bulan -
02|02 [2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas - - -
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
02[02 [2.04[03 Mutu Fasilitas Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang 12 21.927.757.368 3 1.566.396.000 3 6.249.392.000 6| 7.815.788.000 50,00 35,64 6 7.815.788.000 - -
Kualitas di
bulan 28 28,50
Rata-rata capaian kinerja (%) 29,02 13,64 - -
Predikatkinefja| SR SR SR SR
02[03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
3 DAYA MANUSIA KESEHATAN 0 270.515.838 19.708.000 78.832.000 0 98.540.000 DISKES
02[03 [2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten/Kota
02|03 [2.01]01" [Pengendalian Perizinan Jumlah Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan 2300 244.708.288 8,05 19.708.000 32 78.832.000 40,27 98.540.000 1,75| 40,27 40 98.540.000 - -
Prakiik Tenaga Kesehatan Izin Prakiik
Tenaga Kesehatan
SIP/SIK
0203 (2.03 Mutu dan - -
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
02(03 " [2.03[01 Mutu dan Peni K Jumlah Tenaga yang dilatih Analisis Jabatan dan 110 25.807.550 - - - - - - - - -
Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat iran Data Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
orang
Rala-rala capaian kinerja (%) 0,88 2013 - -
Predikat kinefja| SR SR SR SR
02[04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN
4. DAN MAKANAN MINUMAN - 151.626.332 12.792.000 19.188.000 - 31.980.000 DISKES
02[04 [2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
02|04 |2.01/01 |Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah 188 83.568.129 47 12.792.000 23 19.188.000 69,96 31.980.000 37,21 38,27 70 31.980.000 - -
Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat, Toko Alat  |dan Swasta Yang Diberik